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Abstrak 
Pembunuhan adalah tindakan yang dianggap serius dalam hukum. Penelitian mengenai 
sanksi pidana terhadap pembunuhan dianggap penting untuk memahami pentingnya 
hukum dalam kondisi tertentu. Salah satu aspek yang ditekankan adalah Pasal 338 KUHP 
yang mengatur tentang pembunuhan di Indonesia. Di samping itu, pandangan agama, 
seperti yang terdapat dalam al-quran dan hadist Al-Tirmidzi, juga memiliki peran dalam 
menentukan sanksi pidana terhadap pembunuhan. Pengumpulan data dilakukan dengan 
cara mencari sumber-sumber hukum dan agama. Langkah yang pertama dilakukan 
adalah memilih artikel, hadist dan dokumen-dokumen yang sesuai, setelah itu, 
melakukan pembacaan dan penyaringan terhadap artikel, hadist dan dokumen-dokumen. 
Tahap berikutnya memberikan ulasan mengenai analisis yang dirujuk. Dan, tahap 
terakhir, peneliti membuat kesimpulan berdasarkan analisis yang sudah diperoleh dan 
yang terkait dengan tujuan penelitian. Pasal 338 KUHP menyajikan asas untuk kejahatan 
terhadap kehidupan, fokusnya adalah tindakan yang menyebabkan kematian. Jika 
dipahami lebih lanjut pemahaman mengenai perbuatan dan sanksi pembunuhan dalam 
pasal 338 KUHP dan H.R Al-Tirmidzi bahwa pembunuhan dalam pasal dan hadist 
tersebut merupakan pembunuhan berdasarkan kesengajaan dan sanksi yang diberikan 
merupakan hukuman yang seberat-beratnya berupa lima belas tahun penjara dan 
hukuman qisas.Dan pembunuhan merupakan dosa terbesar sama saja dengan membunuh 
seluruh manusia dimuka bumi 
Kata kunci: Pembunuhan, Hukum, Hadist 
   
1. Pendahuluan 

Negara Republik Indonesia adalah sebuah entitas hukum yang berlandaskan pada 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang secara tegas memperhatikan hak asasi 
manusia dan memastikan bahwa setiap warga negara tunduk pada aturan hukum dan 
pemerintahan. Hukum dipegang oleh semua orang untuk memastikan ketaatan pada 
aturan, karena keberadaan hukum sangat tergantung pada adanya masyarakat. Manusia 
hidup dalam interaksi sosial, sehingga hukum sangat penting dalam mengatur perilaku 
manusia dan mencegah pelanggaran aturan. Kejahatan telah menjadi masalah yang ada 
sepanjang sejarah manusia, bahkan sejak zaman Adam-Hawa. Karena itu, perbincangan 
mengenai kejahatan tak pernah berakhir. Kejahatan dapat terjadi Dimana-mana dan tidak 
mengenal orang, jenis kelamin, maupun umur. bahkan seseorang anak berani untuk 
menhabisi nyawa orangtuanya sendiri, hal ini merupakan sesuatu yang mesti kita tindak 
lanjuti lebih lanjut agar tidak memakan banyak korban yang berjatuhan. 

Di Indonesia, hukum Islam tidak secara khusus mengatur hukum pidana Islam, 
yang juga dikenal sebagai jinayah atau jarimah. Semua aspek terkait hukum pidana di 
Indonesia diatur melalui peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan 
Legislatif. Hukum Islam (fiqih) sebagai salah satu sistem hukum yang berlaku di 
Indonesia telah diakui secara resmi, seperti yang diungkapkan dalam pidato mantan 
Menteri Kehakiman Ali Said pada simposium Pembaharuan Hukum Perdata Nasional 
pada 21 Desember 1981 di Yogyakarta. Mengenai perannya dalam pembentukan hukum 
nasional, hukum Islam dianggap sebagai salah satu sumber inspirasi penting untuk proses 
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legislatif di Indonesia. Oleh karena itu, keberadaan hukum Islam tidak dapat dipisahkan 
dari kehidupan masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam. 

Pembunuhan adalah tindakan yang dianggap serius dalam hukum, memiliki 
potensi untuk merampas nyawa seseorang. Pembunuhan adalah suatu peristiwa dimana 
seseorang meninggal karena tindakan atau kelalaian orang lain, baik disengaja maupun 
tidak. Tindakan ini dikenai hukuman pidana yang serius di banyak negara karena 
berdampak pada kehilangan nyawa manusia. Dalam berbagai kewenangan, pembunuhan 
dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, termasuk pembunuhan dengan motif 
tertentu atau tanpa motif yang jelas. 

 Penelitian mengenai sanksi pidana terhadap pembunuhan dianggap penting untuk 
memaham arti penting hukum dalam kondisi tertentu. Salah satu aspek yang ditekankan 
adalah Pasal 338 KUHP yang mengatur tentang pembunuhan di Indonesia. Pasal 338 
KUHP ini merupakan salah satu pasal yang dijeratkan kepada Bharada Richard Elizer atas 
kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofriyansah Yoshua Hutabarat. Di samping itu, 
pandangan agama, seperti yang terdapat dalam al-quran dan hadist Al-Tirmidzi, juga 
memiliki peran dalam menentukan sanksi pidana terhadap pembunuhan. Analisis 
mengenai bagaimana sanksi pidana diatur dalam hukum positif dan pandangan agama 
diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh. 
 
2. Metodologi 

Tujuan dari analisis ini adalah untuk menyajikan pembahasan mengenai perbuatan 
dan sanksi pembunuhan berdasarkan pasal 338 KUHP dan H.R Al-Tirmidzi. Dalam 
penelitian ini, digunakanlah metode analisis hukum dan analisis terhadap Pasal 338 
KUHP serta hadis riwayat Al-Tirmidzi. Pengumpulan data dilakukan dengan cara 
melakukan studi sumber dan menghimpun bahan bacaan tentang hukum pidana, bahan 
bacaan agama Islam, serta dokumen-dokumen hukum dan hadis Al-Tirmidzi. Langkah 
yang pertama dilakukan adalah memilih artikel, hadist dan dokumen-dokumen yang 
sesuai, setelah itu, melakukan pembacaan dan penyaringan terhadap artikel, hadist dan 
dokumen-dokumen. Tahap berikutnya memberikan ulasan mengenai analisis yang 
dirujuk. Dan, tahap terakhir, peneliti membuat kesimpulan berdasarkan analisis yang 
sudah diperoleh dan yang terkait dengan tujuan penelitian. Ketika memahami ayat-ayat 
Al-Qur’an yang berisi teks hukum, penting untuk mempertimbangkan dengan seksama 
konteks asbab al-nuzul (sebab turun) dari ayat-ayat tersebut[1], dan Apabila hadits 
sebagai teks hukum, perlu untuk mempertimbangkan dengan seksama aspek-aspek 
riwayat dan analisisnya, sesuai dengan pendapat Tajul Arifin[2]. Dalam konteks 
melakukan reinterpretasi terhadap teks-teks hukum Islam dengan tujuan mewujudkan 
kemaslahatan dalam kehidupan sesuai dengan maksud Syara’, berbagai pendekatan dapat 
diadopsi dengan syarat mendasarkan pada epistemologi yang diterima oleh mayoritas 
ulama. Pendapat Tajul Arifin menekankan bahwa keabsahan metode yang digunakan 
secara langsung akan mempengaruhi hasil akhir atau natijah yang diperoleh dari proses 
reinterpretasi ini. Oleh karena itu, kajian yang cermat dan mendalam terhadap metode-
metode tersebut menjadi kunci untuk mendapatkan interpretasi yang sesuai dengan nilai-
nilai dan tujuan hukum Islam[3]. 

 
3. Hasil dan Pembahasan 

3.1 Perbuatan Tindak Pidana Pembunuhan 
Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana merujuk kepada suatu tindakan 

yang dapat menarik hukuman pidana terhadap pelakunya[4]. Di sisi lain, menurut 
Soerdjono Soekanto dan Pumadi Purwacakara, tindak pidana diinterpretasikan sebagai 
perilaku manusia yang termasuk dalam ranah perilaku yang melanggar hukum pidana, 
didasarkan pada perbuatan yang salah.[5] 
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Menurut R. Sugandhi, pembunuhan dapat didefinisikan sebagai setiap tindakan 
yang mengakibatkan kematian atau kehilangan nyawa seseorang. Ketika perbuatan 
tersebut ditujukan pada individu tertentu, hal ini berpotensi menyebabkan kematian 
orang tersebut. Tindak pidana pembunuhan diatur dalam BAB XIX Buku II KUHP, 
dimulai dari Pasal 338 KUHP hingga Pasal 350 KUHP, yang mengatur kejahatan terhadap 
nyawa manusia dengan konsekuensi fatal. Ini adalah formulasi yang bersifat substantif, di 
mana peristiwa tertentu terjadi tanpa harus secara spesifik menyebutkan tindakan 
kriminal. Perbuatan pembunuhan dapat bervariasi, misalnya dengan menggunakan 
senjata api, pisau, benda tumpul, atau metode lain seperti mencekik leher atau 
menggunakan racun dalam makanan. Semua perbuatan ini harus memenuhi syarat 
adanya unsur kesengajaan dalam salah satu dari tiga bentuknya: sebagai tujuan untuk 
mencapai hasil tertentu, sebagai kesadaran atas kepastian akan hasil yang merugikan, 
atau sebagai tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menimbulkan dampak yang 
tidak dapat diprediksi secara pasti[6] 

Pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang rumusannya adalah: 
“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana, karena 
pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Perumpamaan 
“orang” dalam Pasal 338 itu, adalah “orang lain”[7] 

Untuk mengakibatkan kematian seseorang, seorang pelaku harus melakukan 
serangkaian tindakan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan nyawa 
korban terancam. Dalam konteks hukum pidana, tindak pidana yang mengarah pada 
kematian seseorang membutuhkan bukti yang jelas bahwa pelaku memiliki niat atau 
keinginan untuk mencapai akibat tersebut. Penting untuk dicatat bahwa dalam hukum 
pidana, unsur opzet atau niat pelaku untuk menyebabkan kematian harus terbukti secara 
jelas dan tidak ambigu. 

Kejahatan terhadap tubuh manusia dapat menyebabkan kematian, walaupun ini 
mungkin tidak menjadi tujuan utama dari pelaku. Misalnya, tindakan penganiayaan yang 
berlebihan atau kelalaian yang berakibat fatal dapat berujung pada hilangnya nyawa 
seseorang, meskipun pelaku tidak bermaksud untuk melakukan pembunuhan. Di sisi lain, 
kejahatan terhadap nyawa seseorang melibatkan tindakan yang secara spesifik dan sadar 
diarahkan untuk menghilangkan nyawa individu tersebut. 

Dalam masyarakat hukum, penilaian terhadap perbuatan yang mengakibatkan 
kematian seseorang memerlukan analisis yang cermat terhadap niat pelaku dan hubungan 
langsung antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang terjadi. Hal ini 
menegaskan bahwa untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai pembunuhan, harus ada 
bukti yang kuat bahwa pelaku memiliki kesadaran dan tujuan untuk menyebabkan 
kematian seseorang, sebagaimana ditetapkan dalam norma-norma hukum yang berlaku. 

Pembunuhan merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk 
mengakhiri kehidupan seseorang, yang secara hukum dianggap melanggar norma dan 
aturan yang berlaku. Pelaku pembunuhan, atau pembunuh, akan menjalani proses hukum 
yang disebut pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya. Proses 
hukum ini bertujuan untuk menegakkan keadilan dan melindungi kepentingan 
masyarakat secara umum. Setiap individu yang terlibat dalam pembunuhan akan dikenai 
hukuman yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut. 
Hukuman tersebut tidak hanya sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga sebagai upaya 
untuk mencegah terulangnya perbuatan serupa di masa mendatang. Selain itu, hukuman 
pidana juga diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan masyarakat 
secara luas agar tidak melakukan tindakan yang melanggar norma dan aturan yang telah 
ditetapkan[8]. 

Jika dianalisis dari segi bahasa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 
pembunuhan berasal dari kata "bunuh" yang memiliki makna menghilangkan nyawa. 
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Dalam pandangan Adam Chazawi, pembunuhan diartikan sebagai tindakan ataupun 
peristiwa pemebunuhan, yang juga bisa merujuk kepada individu atau alat yang 
melakukan tindakan tersebut. Oleh karena itu, pembunuhan atau tindakan membunuh 
yang dilakukan oleh pelaku (doodslag) dapat dijelaskan sebagai tindakan seseorang yang 
dengan sengaja merampas nyawa orang lain[9].  

Kejadian pembunuhan telah menjadi hal yang umum dalam kehidupan 
masyarakat. Tingkat kejadian tindak pidana pembunuhan begitu tinggi sehingga 
masyarakat telah menjadi kurang terkejut atau terpukul saat mendengar atau 
menyaksikannya. Bahkan, tidak dapat disangkal bahwa ada anggota masyarakat yang 
telah terlibat baik sebagai pelaku maupun korban pembunuhan. Kehidupan manusia 
dianggap tak ternilai harganya, dan kewenangan untuk mengambilnya dianggap milik 
Tuhan semata. Sebelum diatur dalam undang-undang, pembunuhan, bahkan 
pembunuhan dengan rencana, telah dianggap sebagai kejahatan dalam masyarakat yang 
memiliki sistem hukum tertulis[10]. 

Dalam buku II bagian XIX Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), diatur 
mengenai "tindak pidana terhadap nyawa orang". Pembunuhan termasuk dalam kategori 
tindak pidana materiil (material delict), yang berarti untuk mengkonstitusi tindak pidana 
ini tidak hanya cukup dengan melakukan perbuatan tersebut, tetapi juga harus ada 
konsekuensi atau akibat dari perbuatan tersebut. Secara prinsip, pembunuhan dapat 
dibagi menjadi dua aspek, yaitu dilihat dari kesalahan pelaku (elemen subjektif) dan 
sasaran (elemen objektif). 

Jika dilihat dari kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, pembagian tersebut dapat 
dijelaskan dalam dua kategori, yaitu:[11] 

• Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia yang dilakukan dengan 
sengaja (dolense misdrijven). Terdapat pada Bab XIX pasal 338-350 KUHP;  

• Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia yang terjadi karena 
kealpaan (culpose misdrijven). Terdapat pada pasal 359 KUHP. 

Sementara jika mempertimbangkan sasarannya, dapat dibagi menjadi tiga jenis 
yang berbeda, yaitu:[11] 

• Tindak kejahatan yang menargetkan nyawa manusia secara umum;  
• Tindak kejahatan yang menargetkan nyawa seorang bayi yang baru 

dilahirkan atau sedang dalam proses kelahiran;  
• Tindak kejahatan yang menargetkan nyawa seorang janin yang masih dalam 

kandungan. 
Tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP secara 

umum dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu pertama berdasarkan elemen 
kesalahannya, dan kedua berdasarkan subjeknya. Dalam hal elemen kesalahannya, 
pembunuhan dibedakan menjadi dua jenis yang berbeda, antara lain: 

• tindak kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan kesengajaan 
(dolus misdrijven), diatur dalam Buku II Bagian XIX KUHP, mulai dari Pasal 
338 hingga Pasal 350. 

• Tindak kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tanpa kesengajaan 
(culpose misdrijven), diatur dalam Buku II Bagian XXI KUHP, khususnya 
Pasal 359. 

Berdasarkan subjek atau korban yang terlibat (kepentingan hukum yang 
dilindungi), kejahatan terhadap nyawa dapat dibagi menjadi tiga kategori, antara lain: 

• Tindak kejahatan terhadap nyawa manusia secara umum diatur dalam 
Pasal-pasal 338, 339, 340, 344, dan 345 KUHP.  

• Tindak kejahatan terhadap nyawa bayi yang terjadi saat atau segera setelah 
kelahiran diatur dalam Pasal-pasal 341, 342, dan 343 KUHP.  
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• Tindak kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih dalam kandungan atau 
berupa janin diatur dalam Pasal-pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP. Dalam 
penelitian ini, penulis mengklasifikasikan tindak pidana pembunuhan atau 
kejahatan terhadap nyawa menjadi dua jenis, yaitu yang dilakukan dengan 
kesengajaan dan yang tidak disengaja. 

Setidaknya ada 2 perbuatan tindak pidana yang dilakukan antara lain: 
1. Pembunuhan yang Dilakukan dengan Sengaja 

Buku Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur berbagai jenis tindak 
pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, terdiri dari tujuh klasifikasi 
yang berbeda, yaitu 

• Pembunuhan dalam bentuk biasa 
Delik ini diatur dalam Pasal 338 KUHP yang menetapkan bahwa jika 
seseorang dengan sengaja merampas nyawa orang lain, dia akan dihukum 
dengan pidana penjara maksimal lima belas tahun karena pembunuhan. 
Dalam kasus pembunuhan biasa ini, pelaksanaannya harus terjadi segera 
setelah timbulnya niat pelaku untuk menghilangkan nyawa korban. Namun, 
jika ada jeda waktu yang cukup lama antara niat dan pelaksanaan 
pembunuhan, hal itu dapat dikategorikan sebagai pembunuhan berencana. 
Pasal 338 KUHP juga menyatakan bahwa hukuman pidana maksimal yang 
diberikan adalah lima belas tahun penjara. Dikatakan "paling lama", 
sehingga ada kemungkinan hakim memberikan hukuman kurang dari lima 
belas tahun penjara. 

• Pembunuhan yang Diikuti, Disertai atau Didahului dengan Tindak Pidana 
Lain 
Delik ini diatur dalam Pasal 339 KUHP, yang menyatakan bahwa 
pembunuhan yang dilakukan bersama dengan, disertai oleh, atau didahului 
oleh suatu perbuatan pidana lain yang bertujuan untuk mempersiapkan atau 
memudahkan pelaksanaan pembunuhan, atau untuk melarikan diri sendiri 
atau peserta lain dari penangkapan, atau untuk memastikan pengendalian 
atas barang yang diperoleh secara melawan hukum, akan dikenai pidana 
penjara seumur hidup atau selama jangka waktu tertentu, maksimal dua 
puluh tahun. Pembunuhan yang termasuk dalam Pasal 339 KUHP 
merupakan bentuk yang diperberat, menggabungkan pembunuhan biasa 
dengan tindak pidana lain. Untuk memenuhi unsur diikuti, disertai, atau 
didahului oleh tindak pidana lain, tindakan tersebut harus sudah terjadi; 
percobaan baru tidak memenuhi syarat. Orang yang bertanggung jawab atas 
pembunuhan ini adalah pelaku pembunuhan, sementara yang lain hanya 
akan bertanggung jawab atas tindak pidana lain yang dilakukan. Ancaman 
pidana yang berat ini mencerminkan tingkat keseriusan perbuatan yang 
melibatkan dua delik sekaligus, berbeda dengan pembunuhan biasa di Pasal 
338 KUHP. 

• Pembunuhan Berencana 
Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang menyatakan bahwa 
siapa pun yang dengan sengaja dan telah merencanakan sebelumnya untuk 
merampas nyawa orang lain, akan dihukum karena pembunuhan dengan 
rencana (moord). Ancaman pidana untuk pembunuhan berencana ini 
termasuk pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau maksimal dua 
puluh tahun. Pembunuhan berencana ini mencakup unsur perencanaan 
sebelumnya dari pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. 
Ancaman pidana yang lebih berat pada pembunuhan berencana ini tidak 
ditemukan pada jenis kejahatan terhadap nyawa lainnya dalam KUHP. 
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Pidana mati diberlakukan khusus untuk kasus ini karena tingkat 
keberencanaan sebelumnya yang ada. Selain pidana mati, pelaku 
pembunuhan berencana juga dapat dijatuhi pidana penjara seumur hidup 
atau maksimal dua puluh tahun. 

• Pembunuhan oleh Ibu terhadap Bayinya 
Pembunuhan terhadap bayi dibagi menjadi dua jenis, yakni pertama, 
pembunuhan bayi yang dilakukan tanpa rencana sebelumnya (pembunuhan 
bayi tanpa perencanaan). Kedua, pembunuhan bayi yang direncanakan 
terlebih dahulu sebelum dilaksanakan. 

• Pembunuhan atas Permintaan Korban Sendiri 
Pembunuhan seperti ini diatur dalam Pasal 344 KUHP yang menyatakan 
bahwa "siapa pun yang merampas nyawa orang lain atas permintaan jelas 
dan sungguh-sungguh dari orang itu sendiri, akan dikenai pidana penjara 
maksimal dua belas tahun." Perbedaan terdapat pada hukuman yang 
diberikan jika dibandingkan dengan pembunuhan biasa yang diatur dalam 
Pasal 338 KUHP. 

• Penganjuran dan Pertolongan pada Bunuh Diri 
Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 345 KUHP, yang menyatakan bahwa 
jika seseorang dengan sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, 
menolongnya, atau memberikan sarana kepadanya untuk itu, maka 
pelakunya diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun jika 
orang tersebut benar-benar bunuh diri. Dalam kejahatan terhadap nyawa ini, 
sanksi pidana yang diberlakukan termasuk yang paling ringan di antara 
kejahatan terhadap nyawa lainnya. Hal ini dikarenakan pelaku tidak 
langsung melakukan pembunuhan, melainkan hanya menjadi pendorong, 
penolong, atau memberi sarana untuk korban melakukan bunuh diri. Ini 
berbeda dengan kasus pembunuhan biasa atau pembunuhan berencana di 
mana pelaku secara langsung melakukan pembunuhan terhadap korban. 

• Pengguguran dan Pembunuhan terhadap Kandungan 
Tindak pidana pengguguran janin ini diklasifikasikan berdasarkan 
subjeknya menjadi dua jenis. Pertama, pengguguran yang dilakukan sendiri. 
Kedua, pengguguran yang dilakukan oleh orang lain, yang juga terbagi 
menjadi dua, yaitu atas persetujuan wanita yang mengandung dan tanpa 
persetujuannya. Pengaturan terhadap kejahatan terhadap nyawa ini tertuang 
dalam empat pasal KUHP, yakni Pasal 346, 347, 348, dan 349. 

2. Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Tidak dengan Sengaja 
Tindak pidana pembunuhan yang terjadi tanpa sengaja adalah bentuk 

kejahatan di mana akibatnya tidak diinginkan oleh pelaku. Pasal yang mengatur 
hal ini adalah Pasal 359 KUHP, yang menyatakan bahwa seseorang yang karena 
kealpaannya menyebabkan kematian orang lain, diancam dengan pidana penjara 
paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun. Perbedaan 
mendasar antara bentuk kejahatan pembunuhan dengan sengaja (Pasal 338 KUHP) 
dan tanpa sengaja (Pasal 359 KUHP) terletak pada unsur kesengajaan. Pasal 338 
mengandung unsur kesengajaan, sedangkan Pasal 359 melibatkan unsur kealpaan. 
Bagi pelaku yang melanggar Pasal 359 KUHP, ada dua jenis hukuman yang dapat 
dikenakan, yakni pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling 
lama satu tahun. Karena itu, perbedaan ini juga tercermin dalam sanksi hukuman 
yang diterapkan. Di dalam pembunuhan yang sengaja, tidak ada sanksi kurungan 
yang diberlakukan, semuanya terbatas pada pidana penjara. Perbedaan ini 
didasarkan pada tujuan pelaku; dalam pembunuhan yang tidak disengaja, pelaku 
tidak bermaksud untuk menyebabkan kematian orang lain, sementara dalam 
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pembunuhan yang sengaja, pelaku memiliki niat untuk menyebabkan hasil yang 
terjadi 

 
3.2 Perbuatan Dan Sanksi Pembunuhan Berdasarkan Pasal 338 KUHP 

Salah satu dari tindak pidana perbuatan pembunuhan adalah bentuk pokok yang 
diatur dalam pasal 338 KUHP. Tindak pidana perbuatan pembunuhan yang diatur 
didalam Pasal 338 KUHP, yaitu: “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, 
diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”[12]. 
Dirumuskan berdasarkan kepada perbuatan yang dilarang, yaitu “menghilangkan 
nyawa” seseorang. Penjelasan mengenai Pasal 338 KUHP akan diuraikan sebagai berikut: 
Dalam konteks ini, perlu ada bukti yang menunjukkan bahwa terdapat tindakan yang 
menyebabkan kematian seseorang, dan kematian tersebut memang disengaja. Untuk 
dapat menuntut berdasarkan pasal ini, pembunuhan harus dilakukan tanpa penundaan 
setelah timbulnya maksud untuk melakukan perbuatan tersebut, tanpa pertimbangan 
lebih lanjut. 

Berikut unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan didalam pasal 338 KUHP 
yaitu:[13] 

• barang siapa atau setiap orang 
• dengan sengaja 
• merampas (menghilangkan) 
• nyawa 
• orang lain 

 
Pasal 338 KUHP menyajikan asas untuk kejahatan terhadap 

kehidupan, karena fokus utamanya adalah tindakan yang menyebabkan kehilangan 
nyawa. Pasal tersebut mencerminkan gambaran sederhana dari kejahatan terhadap 
kehidupan, dengan unsur utamanya adalah upaya untuk mengakhiri kehidupan 
seseorang. Dengan demikian, Pasal 338 KUHP membatasi rentang tindakan lain yang juga 
dapat berujung pada kematian atau kehilangan nyawa individu lain.[14] 

Sanksi pidana pembunuhan berdasarkan pasal 338 KUHP termasuk dalam unsur 
kejahatan yang dilakukan secara sengaja (dolus misdrijven). Yang diatur didalam Buku 
Kedua Bab XIX KUHP. Dalam pembunuhan, pelaksanaannya harus terjadi dalam waktu 
yang relatif singkat setelah terbentuknya niat dari pelaku untuk menghilangkan nyawa 
korban. Jika terjadi penundaan yang cukup lama antara terbentuknya niat dan 
pelaksanaan pembunuhan, maka perbuatan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai 
pembunuhan berencana. Pasal 338 KUHP mengatur bahwa sanksi atau hukuman pidana 
yang dapat diberikan adalah penjara dengan jangka waktu maksimal lima belas tahun. 
Penggunaan frasa "paling lama" menunjukkan bahwa hakim memiliki kewenangan untuk 
memberikan hukuman pidana kurang dari lima belas tahun penjara.[15]  

Konsep “barang siapa” merujuk pada subjek hukum, termasuk badan hukum atau 
individu, tanpa memandang gender, yang memiliki kapasitas dan keahlian untuk 
mempertanggungjawabkan tindakan yang telah dilakukan atau dituduhkan melakukan 
pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan hukum yang berlaku.[16] 

Pada KUHP tidak diberikan pengertian dari arti kesengajaan ini, tetapi menurut 
MVT (Memorie Van Toelieting) dijelaskan bahwa “pidana pada umumnya hendaknya 
dijatuhkan hanya pada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang yang 
dikehendaki dan diketahui”.[17] 

Didalam Ilmu Hukum Pidana kesengajaan dibedakan menjadi 3 bentuk, yakni :[18]  
• Kesengajaan sebagai tujuan 
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Kesengajaan terjadi ketika pelaku dengan sungguh-sungguh menginginkan 
tercapainya hasil yang menjadi dasar bagi penerapan sanksi pidana menurut 
hukum. 

• Kesengajaan sebagai kepastian 
Kesengajaan seperti ini terjadi saat pelaku memiliki pengetahuan yang cukup 
bahwa suatu tindakan pasti akan menghasilkan konsekuensi tertentu. 
 
 

• Kesengajaan sebagai kemungkinan 
Kesengajaan terdapat ketika dalam pikiran pelaku hanya ada sekadar potensi 
bahwa suatu perbuatan akan berdampak pada akibat tertentu. 

 
Menurut Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), unsur 

mengambil nyawa orang lain terjadi ketika individu dengan sengaja melakukan tindakan 
yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Konsep 'mengambil nyawa' dalam 
pasal ini merujuk pada tindakan yang menghasilkan kematian seseorang. Dalam konteks 
hukum, unsur mengambil nyawa seseorang menurut Pasal 338 KUHP mengacu pada 
tindakan yang dilakukan dengan kesadaran penuh dan niat oleh pelaku yang 
mengakibatkan kematian orang lain. Secara sederhana, ketika seseorang dengan sengaja 
melakukan tindakan tertentu yang mengakibatkan kematian orang lain, tindakan tersebut 
dapat dianggap sebagai 'mengambil nyawa' sesuai dengan Pasal 338 KUHP.  
 

3.3 Perbuatan Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam 
Dalam bahasa Arab, tindakan pembunuhan dikenal dengan istilah al-qatlu, yang 

berasal dari kata qatala yang berarti menyebabkan kematian seseorang. Ini merujuk pada 
upaya untuk mengakhiri nyawa individu lain, entah dengan sengaja atau tidak, 
menggunakan alat yang dapat menyebabkan kematian.[19] 

Dalam studi fikih, perbuatan pembunuhan (al-qatl) juga dikenal sebagai aljinayah 
‘ala an-nafs al-insaniyyah, yaitu kejahatan terhadap nyawa manusia. Ulama fikih 
memberikan definisi pembunuhan sebagai "tindakan yang mengakibatkan kehilangan 
nyawa seseorang" (Audah, 1992 Juz 2:6) dan menurut Wakban Zuhaili, pembunuhan 
adalah "tindakan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang" (Zuhaili, 
1984:2:7). Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembunuhan adalah 
tindakan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan kematian, baik itu disengaja 
maupun tidak. Secara hukum dalam Islam, pembunuhan dibagi menjadi dua, yaitu 
pembunuhan yang diharamkan seperti pembunuhan tanpa alasan yang jelas, dan 
pembunuhan yang diperbolehkan seperti dalam kasus murtad yang tidak mau bertobat 
atau dalam situasi perang melawan musuh. 
Berikut macam-macam hukum pembunuhan dalam islam:[19] 

• Pembunuhan dengan Sengaja  
Hukuman bagi pelaku pembunuhan dengan sengaja dalam hukum Islam adalah 
qisas, di mana pelaku harus dikenakan hukuman yang setara, yaitu hukuman mati, 
sesuai dengan tindakannya membunuh orang lain. Penegakan hukum tersebut 
tidak bisa dilakukan secara mandiri, melainkan harus melalui putusan dari hakim 
yang adil. Jika ahli waris korban memaafkan, maka pelaku tidak akan diqisas, 
melainkan diwajibkan membayar diyat mughaladhah, yang terdiri dari 100 ekor 
unta, termasuk 30 ekor hiqqah (unta betina usia 4-5 tahun) dan 40 ekor unta khilfah 
(unta betina yang sedang hamil). 
Firman Allah SWT: 
 

ّٰیٌ ةویٰحَ صِاصَقِلۡا ىِف مۡكَُـل وَ نَوُۡقَّتَت مۡکَُّلَعَل بِاَبلَۡلاۡا ىۡلِوُاـٓ  
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Artinya: “dan dalam melaksanakan hukuman qishos itu ada (jaminan 
kelangsungan) hidup bagimu hai orang-orang yang berakal, supaya kamu 
bertaqwa.”  
(Q.S AlBaqarah: 179) 

 
Selain menjalani qishas dan diyat, pelaku pembunuhan juga diwajibkan membayar 
kafarat, yaitu memerdekakan seorang budak mukmin sebagai penebusan 
perbuatannya yang tercela. Jika tidak memungkinkan untuk memerdekakan 
budak, ia harus menggantinya dengan melakukan puasa selama dua bulan 
berturut-turut sebagai bentuk pengganti. Seperti firman Allah SWT dalam Q.S Al-
Baqarah 178: 
 

 ءٌىۡشَ ھِیۡخَِا نۡمِ ھَٗل ىَفِعُ نۡمََف ىؕثٰنُۡلاۡاِب ىَٰثنُۡلاۡاوَ دِبَۡعلۡاِبُ دبَۡعلۡاوَ رِّـحُلۡاِب ُّرحُلۡا ؕ◌  ىلٰتَۡقلۡا ىِف صُاصَقِلۡا مُكُیَۡلعَ بَِتكُ اوُۡنمَاٰ نَیۡذَِّلا اھَُّیَآیٰ
ّتاَف مٌۚیۡلَِا بٌاَذعَ ھَٗلَف كَلِذَٰ دعَۡب ىدَٰتعۡا نِمََف ؕ◌  ٌةمَحۡرَوَ مۡكُِّبَّر نۡمِّ فٌیۡفِخَۡت كَلِذٰ نٍؕاسَحۡاِِب ھِیَۡلِا ءٌٓاَدَاوَ فِوۡرُعۡمَلۡاِب عٌۢاَبِ  

 
Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) 
qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang 
merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. 
Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia 
mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik 
(pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. 
Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat 
pedih. 
 
Allah menetapkan hukuman yang tegas untuk menjaga keselamatan dan 
ketenangan umum. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan efek jera kepada 
masyarakat, sehingga perbuatan-perbuatan yang salah tidak terulang lagi. Dengan 
demikian, umat manusia dapat hidup dalam kedamaian, keamanan, dan 
ketentraman, yang pada gilirannya akan menghasilkan kemakmuran bagi mereka. 

• Pembunuhan seperti Sengaja 
Bagi pelaku pembunuhan yang tergolong sebagai tersalah (tidak disengaja), 
hukumannya tidak berupa qishas melainkan diwajibkan membayar diyat 
mughaladhah. Pembayaran diyat tersebut dapat dilakukan oleh pelaku atau 
keluarganya dalam bentuk angsuran selama tiga tahun, di mana setiap tahunnya 
membayar sepertiganya. Seperti Sabda Nabi Muhammad SAW: “Ingatlah denda 
bagi pembunuh tersalah dan seperti sengaja kalau dengan cambuk dan tongkat 
ialah seratus ekor unta, empat puluh ekor diantaranya yang bunting.” 
(diriwayatkan oleh Abu Daus, An-Nasai, dan Ibnu Majjah) 

• Pembunuhan Tersalah 
Bagi pelaku pembunuhan yang tersalah, hukumannya tidak termasuk dalam 
qishas, melainkan hanya diwajibkan membayar diyat mukhofafah atau diyat 
ringan. Diyat ini terdiri dari seperlima, yaitu 20 ekor unta hiqqah, 20 ekor unta 
jadza`ah, 20 ekor unta bintu makhd, 20 ekor unta bintu labun, dan 20 ekor unta 
ibnu labun. Pembayaran diyat bisa dilakukan secara angsuran selama tiga tahun, 
dengan jumlah setiap tahunnya sepertiganya. Selain itu, pelaku pembunuhan 
tersalah juga tetap diwajibkan membayar kafarat.  
Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran: 
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 نَۡا َّۤلاِا ھٖۤلِھَۡا ىٓلِٰاٌ ةمََّلسَُّمٌ ةَیدَِّو ةٍَنمِؤُّۡم ةٍَبَقرَ رُیۡرِحَۡتَف اoـــطَخَ اًنمِؤۡمُ لََتَق نۡمَوَ ۚ◌ اoـــطَخَ َّلاِا اًنمِؤۡمُ لَُتقَّۡی نَۡا نٍمِؤۡمُلِ نَاكَ امَوَ
ٌ ةمََّلسَُّمٌ ةَیدَِف قٌاَثیۡمِّ مۡھَُنیَۡبوَ مۡكَُنیَۡب مٍۢوَۡق نۡمِ نَاكَ نِۡاوَ ؕ◌ ةٍَنمِؤُّۡم ةٍَبَقرَ رُیۡرِحَۡتَف نٌمِؤۡمُ وَھُوَ مۡكَُّـل وٍُّدعَ مٍوَۡق نۡمِ نَاكَ نۡاَِف ؕ◌ اوُۡقَّدَّصَّی
امًیۡكِحَ امًیۡلِعَُ wّٰ نَاكَوَ ؕ◌ِ wّٰ نَمًِّ ةَبوَۡت نِیَۡعِباَتَتمُ نِیۡرَھۡشَ مُاَیصَِف دۡجَِی مَّۡل نۡمََف ۚ◌ ةٍَنمِؤُّۡم ةٍَبَقرَ رُیۡرِحَۡت وَ ھٖلِھَۡا ىٓلِٰا  

 
Artinya: Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang 
beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa 
membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan 
seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan 
kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) 
membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, 
padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba 
sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada 
perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) 
membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta 
memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa tidak mendapatkan 
(hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-
turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. 
 
Hukuman qishas harus diberlakukan jika memenuhi syarat-syarat berikut: 

1. Korban adalah seorang mukmin yang terlindungi darahnya (bukan orang 
jahat). Seorang muslim yang membunuh orang kafir, murtad, atau pezina 
tidak akan dikenakan qishas, tetapi akan diberikan hukuman lain sesuai 
dengan pertimbangan hukum. 

2. Pelaku pembunuhan harus sudah baligh dan berakal. Jika pembunuhan 
dilakukan oleh anak-anak atau orang yang tidak berakal, maka tidak akan 
dikenakan qishas. 

3. Pembunuh dan korban sama-sama muslim dan keduanya merdeka (bukan 
hamba sahaya). 
 

Dalam menentukan unsur kesengajaan dalam tindak pembunuhan, terdapat 
perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih. Menurut Mazhab Hanafi, sebuah 
pembunuhan dianggap sengaja jika alat yang digunakan untuk mengambil nyawa 
seseorang adalah alat yang secara alami dapat menyebabkan kematian, seperti senjata api, 
pisau, pedang, atau alat tajam lainnya yang digunakan dengan tujuan untuk membunuh. 
Sementara itu, menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali, sebuah pembunuhan 
dianggap sengaja jika alat yang digunakan biasanya dapat mengakibatkan kematian, 
terlepas dari apakah alat tersebut sebenarnya dirancang untuk membunuh atau tidak, dan 
meskipun tidak menyebabkan luka pada korban. Sedangkan menurut Mazhab Maliki, 
sebuah pembunuhan dianggap sengaja jika dilakukan dalam konteks permusuhan dan 
mengakibatkan kematian seseorang, terlepas dari apakah alat yang digunakan adalah alat 
tajam atau tidak, dan meskipun tidak ada niat untuk melukai korban. Contohnya, jika 
seseorang menendang seseorang yang kemudian mengenai jantung dan menyebabkan 
kematian, tindakan ini akan dianggap sebagai pembunuhan sengaja menurut pandangan 
Mazhab Maliki. Perbedaan pandangan antara ulama Mazhab Maliki dengan ulama fikih 
lainnya terutama karena Mazhab Maliki tidak mengakui adanya kategori pembunuhan 
semi sengaja. Bagi mereka, Al-Qur'an hanya mengakui dua bentuk pembunuhan yang 
dijelaskan dalam QS. 4:92-93, yaitu pembunuhan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja. 
Mereka membedakan antara kedua jenis ini berdasarkan motivasi permusuhan, 
kesengajaan, dan hasil akhirnya, tanpa mempertimbangkan alat yang digunakan. 
Sementara itu, ulama fikih dari mazhab lain, selain mempertimbangkan faktor-faktor 
seperti permusuhan, kesengajaan, dan hasil akhir, juga memperhitungkan jenis alat yang 
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digunakan. Mereka berpendapat bahwa penilaian apakah tindakan tersebut sengaja atau 
tidak dapat dilihat dari niat di dalam hati, yang dapat tercermin dari alat yang digunakan 
dan pengakuan pelaku. Perbedaan pandangan antara ulama Mazhab Hanafi dengan 
ulama Mazhab Syafi'i dan Hanbali mengenai pembunuhan sengaja memunculkan 
pendekatan yang berbeda dalam menetapkan kriteria kesengajaan. Ulama Mazhab Hanafi 
menegaskan bahwa untuk dikategorikan sebagai pembunuhan sengaja yang dapat 
dikenai hukuman qisas, bukti haruslah sangat pasti dan tidak boleh diragukan, baik dari 
segi niat atau tujuan pelaku maupun dari jenis alat yang digunakan. Menurut mereka, alat 
yang digunakan haruslah spesifik dan dimaksudkan untuk menghilangkan nyawa secara 
langsung. Pemahaman mereka atas perbedaan antara pembunuhan sengaja dan semi 
sengaja terfokus pada motif dan niat di balik perbuatan tersebut. Oleh karena itu, proses 
penetapan bahwa suatu tindakan merupakan pembunuhan sengaja memerlukan kehati-
hatian dan kepastian yang tinggi agar tidak terjadi keraguan, baik dalam penilaian niat 
dan tujuan pelaku maupun dalam penentuan jenis alat yang digunakan. Di sisi lain, ulama 
Mazhab Syafi'i dan Hanbali memiliki pendekatan yang lebih terbuka dalam menafsirkan 
pembunuhan sengaja. Menurut mereka, cukup dengan alat yang secara umum dapat 
menyebabkan kematian, tanpa harus spesifik atau pasti jenisnya. Mereka memandang 
bahwa yang penting adalah adanya hubungan langsung antara alat yang digunakan 
dengan akibat kematian yang terjadi, baik itu berupa benda tajam atau benda tumpul, 
selama alat tersebut secara signifikan berkontribusi pada hasil akhir yang fatal. 
Perbedaan ini mencerminkan variasi dalam pendekatan hukum Islam terhadap 
penegakan hukuman dan interpretasi terhadap prinsip-prinsip yang tercantum dalam Al-
Qur'an dan hadits. Hal ini juga mencerminkan kompleksitas dalam memahami konteks 
dan aplikasi hukum dalam berbagai mazhab fikih, yang didasarkan pada interpretasi 
beragam terhadap sumber-sumber hukum Islam.[20] 
 

3.4 Perbuatan Dan Sanksi Pembunuhan Berdasarkan H.R. Al-Tirmidzi 
Pembunuhan yang dinyatakan oleh Abdul Qadir Audah Dalam terminologi yang 

dikutip dari buku Ahmad Wardi Muclich, pembunuhan merujuk pada tindakan seseorang 
yang mengakhiri kehidupan seseorang oleh tindakan yang dilakukan oleh orang lain. 
Didalam bahasa Arab, tindakan pembunuhan ini disebut لتملا  yang berakar dari kata لتل  
dan memiliki sinonim تاما  yang berarti menyebabkan kematian.[21] 

Membunuh adalah salah satu dosa paling besar dalam islam, membunuh seorang 
manusia seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia di dunia ini seperti firman 
Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah ayat 32 [22]: 

 
َذ لِجَْأ نْمِ  اَیحَْأٓ امََّنَأكََف اھَاَیحَْأ نْمَوَ اًعیمِجَ سَاَّنلٱ لََتَق امََّنَأكََف ضِرَْلأْٱ ىِف دٍاسََف وَْأ سٍفَْن رِیَْغِب اسًۢفَْن لََتَق نمَ ۥُھَّنَأ لَیءِرَٰٓسِْإ ىِٓنَب ىَٰلعَ اَنبَْتكَ كَلِٰ
َنِّیَبلْٱِب اَنُلسُرُ مْھُْتءَٓاجَ دَْقَلوَ ۚ◌ اًعیمِجَ سَاَّنلٱ َذَ دعَْب مھُنْمِّ ارًیِثكَ َّنِإ َّمُث تِٰ نَوُفرِسْمَُل ضِرَْلأْٱ ىِف كَلِٰ  

 
Artinya: "Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: 
barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) 
orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia 
telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan 
seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. 
Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) 
keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu 
sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi."[23] 
 
Dijelaskan juga dalam hadist, Rasullah SAW bersabda[24] : 
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 دٍیعِسَ اَبَأ تُعْمِسَ لاَق ُّيلِجََبلْا مِكَحَلْا وُبَأ اَنَثَّدحَِ يّشِاَقَّرلاَ دیزَِی نْعَ دٍِقاوَ نِبْ نِیْسَحُلْا نْعَ ىسَومُ نُبْ لُضَْفلْا اَنَثَّدحَ ثٍیْرَحُ نُبْ نُیْسَحُلْا اَنَثَّدحَ
 مْھَُّبكََلأَ نٍمِؤْمُ مَِد يِف اوكُرََتشْا ضِرَْلأْا لَھَْأوَ ءِامََّسلا لَھَْأ َّنَأ وَْل لَاَق مََّلسَوَ ھِیَْلعَُ wَّ ىَّلصَِ wَّ لِوسُرَ نْعَ نِارَكُذَْیَ ةرَیْرَھُ اَبَأوَ َّيرِدْخُلْا

wَّ ُُّيِفوكُلْا مٍعُْن يِبَأ نُبْ نِمَحَّْرلاُ دبْعَ وَھُ ُّيلِجََبلْا مِكَحَلْا وُبَأوَ بٌیرِغَ ثٌیدِحَ اَذھَ ىسَیعِ وُبَأ لَاَق رِاَّنلا يِف  
 
artinya: “Seandainya penduduk langit dan penduduk bumi semuanya bersekutu dalam 
mengalirkan darah seorang mukmin, niscaya Allah akan menjerumuskan mereka 
semuanya kedalam neraka” (H.R. Tirmidzi). 
 

 ھِیَْلعَُ wَّ ىَّلصَِ wَّ لُوسُرَ ىھََن لَاَق سٍاَّبعَ نِبْا نْعََ ةمَرِكْعِ نْعَ كٍامَسِ نْعَِ يّرِوَّْثلا نْعَ قِاَّزَّرلاُ دبْعَ اَنَثَّدحَ ىَلعَْلأْا دِبْعَ نُبُْ دَّمحَمُ اَنَثَّدحَ
مِلْعِلْا لِھَْأَ دنْعِ ھِیَْلعَ لُمََعلْاوَ حٌیحِصَ نٌسَحَ ثٌیدِحَ اَذھَ ىسَیعِ وُبَأ لَاَق اضًرَغَ حُوُّرلا ھِیِف ءٌيْشََ ذخََّتُی نَْأ مََّلسَوَ  

 
artinya: “Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang menjadikan sesuatu yang 
bernyawa untuk dijadikan sasaran tembak.” 
 
Pembunuhan sangat dilarang dalam Islam karena setiap kehidupan dianggap berharga 
dan memiliki hak untuk hidup dengan aman. Ini ditandai dengan laknat Allah SWT 
terhadap siapa pun yang mengambil nyawa saudara-saudaranya di bumi ini, karena 
tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan, kesucian agama, dan hakikat 
bahwa hanya Allah yang memiliki wewenang atas kehidupan seseorang. 
Dan sanksi yang didapat berupa qisas atau denda unta yang berdasarkan hadist Rasullah 
SAW. Dari Umar bin Su’aib dari ayahnya, dari kakeknya Nabi Muhammad Saw, 
bersabda: Barangsiapa membunuh orang dengan sengaja, dia diserahkan kepada keluarga 
terbunuh, mereka boleh membunuhnya atau menarik denda, yaitu 30 unta betina umur 
tiga masuk empat tahun, 30 ekor betina umur empat atau lima tahun, dan 40 ekor unta 
betina yang sudah bunting. (HR Tirmidzi).[25] 
 
Namun, sanksi qisas bisa tidak diterapkan atau diampuni terhadap pelaku jika pihak wali 
memilih untuk memaafkannya atas perbuatannya secara sukarela, memaafkan secara 
sukarela tanpa menuntut apapun dari pelaku adalah sikap yang paling mulia. Allah SWT 
berfirman dalam surah Al Baqarah ayat 237: 
 

 نَۡاوَ ؕ◌ ِحاكَِّنلاُ ةَدقۡعُ هٖدَِیِب ىۡذَِّلا اوَُفعَۡی وَۡا نَوُۡفعَّۡی نَۡا َّۤلاِا مُۡتضۡرََف امَ فُصِۡنَفً ةضَیۡرَِف َّنھَُل مُۡتضۡرََف دَۡقوَ َّنھُوُّۡسمََت نَۡا لِبَۡق نۡمِ َّنھُوۡمُُتقَّۡلطَ نِۡاوَ
رٌیۡصَِب نَوُۡلمَعَۡت امَِبَ wّٰ َّنِا ؕ مۡكَُنیَۡب لَضَۡفلۡا اوُسَنَۡت لاَ وَ ؕ ىوٰقَّۡتللِ بُرَقَۡا اوُٓۡفعَۡت  

 
artinya: Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal 
kamu sudah menentukan Maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu 
tentukan, kecuali jika mereka (membebaskan) atau dibebaskan oleh orang yang akad 
nikah ada di tangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu 
lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. 
 
“pembebasan (pemaafan) lebih dekat kepada takwa”. Dan rasulullah SAW menyebutkan 
juga dalam hadist bahwa rasullulah bersabda: “Dan, Allah tidak menambah pada seorang 
karena pemaafannya, melainkan kemuliaan”(H.R. Tirmidzi dan Muslim).[15] 
 

3.5. Hubungan perbuatan dan sanksi pembunuhan pada pasal 338 KUHP dan H.R Al-
Tirmidzi 

Didalam pasal 338 KUHP dan H.R Al-Tirmidzi sangat melarang perbuatan 
pembunuhan ini. Pasal 338 KUHP dan hadist yang diriwayatkan oleh Al-Tirmidzi ini 
sama-sama membahas tentang pembunuhan yang dilakukan secara sengaja dan sanksi 
yang diberikan adalah hukuman yang seberat-beratnya yaitu hukuman lima belas tahun 
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penjara dan qisas. Pembunuhan dengan sengaja diatur dalam unsur pasal 338 KUHP dan 
Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 178.  
Unsur dari pasal 338 KUHP adalah barang siapa atau setiap orang; dengan sengaja; 
merampas; nyawa; orang lain 
 
Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 178: 
 

 ءٌىۡشَ ھِیۡخَِا نۡمِ ھَٗل ىَفِعُ نۡمََف ىؕثٰنُۡلاۡاِب ىَٰثنُۡلاۡاوَ دِبَۡعلۡاِبُ دبَۡعلۡاوَ رِّـحُلۡاِب ُّرحُلۡا ؕ◌  ىلٰتَۡقلۡا ىِف صُاصَقِلۡا مُكُیَۡلعَ بَِتكُ اوُۡنمَاٰ نَیۡذَِّلا اھَُّیَآیٰ
ّتاَف مٌۚیۡلَِا بٌاَذعَ ھَٗلَف كَلِذَٰ دعَۡب ىدَٰتعۡا نِمََف ؕ◌  ٌةمَحۡرَوَ مۡكُِّبَّر نۡمِّ فٌیۡفِخَۡت كَلِذٰ نٍؕاسَحۡاِِب ھِیَۡلِا ءٌٓاَدَاوَ فِوۡرُعۡمَلۡاِب عٌۢاَبِ  

 
 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan 
dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba 
dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu 
pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang 
baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf 
dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan. 
kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya 
siksa yang sangat pedih.”[26] 
 
4. Kesimpulan 

Pada dasarnya melakukan perbuatan pembunuhan sangat dilarang oleh agama dan 
hukum karena merupakan perbuatan yang keji dan melanggar norma-norma dalam 
hukum dan agama.  

Pembunuhan adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk 
mengakhiri kehidupan seseorang, yang secara hukum dianggap melanggar norma dan 
aturan yang berlaku. Pelaku pembunuhan, atau pembunuh, akan menjalani proses hukum 
yang disebut pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya. Proses 
hukum ini bertujuan untuk menegakkan keadilan dan melindungi kepentingan 
masyarakat secara umum. Setiap individu yang terlibat dalam pembunuhan akan dikenai 
hukuman yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut. 
Pembunuhan diartikan sebagai tindakan atau peristiwa membunuh, yang juga bisa 
merujuk kepada individu atau alat yang melakukan tindakan tersebut. Dan dalam 
terminologi pembunuhan merujuk pada tindakan seseorang yang mengakhiri kehidupan 
seseorang oleh tindakan yang dilakukan oleh orang lain.  

Jika dipahami lebih lanjut pemahaman mengenai perbuatan dan sanksi  
pembunuhan dalam pasal 338 KUHP dan H.R Al-Tirmidzi bahwa pembunuhan dalam 
pasal dan hadist tersebut merupakan pembunuhan berdasarkan kesengajaan dan sanksi 
yang diberikan merupakan hukuman yang seberat-beratnya berupa lima belas tahun 
penjara dan hukuman qisas. Dan pembunhan merupakan dosa terbesar sama saja dengan 
membunuh seluruh manusia dimuka bumi 

Dan dijelaskan juga pada Al-Quran dan hadist bahwa sanksi qisas dapat tidak 
dilaksanakan apabila keluaraga dari korban dapat memaafkan dan pelaku membayar 
denda. 
Pembunuhan, sebagai tindakan yang sangat dilarang, bertentangan dengan nilai-nilai 
moral, sosial, dan perlindungan hak asasi manusia. Hukuman yang berat bagi pembunuh 
diharapkan dapat mengurangi tindakan serupa di masa depan dan meningkatkan 
kepatuhan terhadap hukum. Pembunuhan juga melanggar prinsip-prinsip etis, moral, dan 
kemanusiaan, seperti kasih sayang, perdamaian, dan menghargai kehidupan. Karena itu, 
larangan pembunuhan penting untuk menjaga stabilitas sosial, menghormati nilai-nilai 
kemanusiaan, dan memastikan perlindungan hak individu. 
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